







Pada awal tahun 2017, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan sebuah resolusi 
yang berisi data-data laporan yang mengklaim bahwa industri kelapa sawit telah 
melakukan deforestasi, pelanggaran hak-hak adat, dan kerusakan lingkungan. Di 
dalam resolusi tersebut dipaparkan laporan dari Komite Lingkungan, Kesehatan 
Publik, dan Keamanan Pangan Uni Eropa yang secara garis besar menyatakan 
klaim tentang kerusakan lingkungan yang dilakukan industri sawit demi ekspansi 
lahan produksi. Klaim Uni Eropa atas sawit yang merusak lingkungan berpedoman 
kepada nilai-nilai yang diadopsi parlemen Uni Eropa sebagai landasan usulan 
resolusi sawit yang terdiri dari perjanjian-perjanjian dan kesepakatan internasional 
yang mengedepankan visi pembangunan progresif dan berkelanjutan jangka 
panjang. Resolusi ini sekarang lebih dikenal sebagai Resolusi Sawit Parlemen Uni 
Eropa atau Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest.1 (lihat 
selengkapnya pada lampiran 1.1 pada bagian Motion for a European Parliament 
Resolution) 
Sumbangan minyak sawit terhadap perdagangan minyak nabati global adalah 
sebesar 40% dari total keseluruhan distribusi minyak nabati dunia. Produsen utama 
                                                          
1 Kateřina Konečná, 2017, Report: on Palm Oil and Deforestation of Rainforest, 
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, European Parliament, 
hal. 2 Diakses dalam http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-




dari perdagangan minyak sawit global adalah Indonesia dan Malaysia yang 
menyumbang sekitar 85-90% total produksi sawit yang dikonsumsi oleh 
masyarakat dunia. Minyak sawit banyak digunakan sebagai bahan pokok atau 
pengganti dalam industri agribisnis karena produktivitasnya dan sifat kimianya 
seperti kondisi penyimpanan dan titik lelehnya yang lebih baik dari minyak nabati 
lainnya, selain itu minyak sawit juga memiliki harga yang lebih rendah sebagai 
bahan baku dalam industri agribisnis. Permintaan minyak nabati secara umum akan 
meningkat karena tren konsumsinya yang terus berkembang. Sementara itu 
permintaan minyak sawit diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada 2050 
dikarenakan pangsa konsumsinya yang terus meningkat setiap tahun.2 (lihat 
selengkapnya pada lampiran 1.1 pada bagian Motion for a European Parliament 
Resolution) 
Uni Eropa dengan total impor sekitar 7 juta ton minyak sawit per tahun 
menjadikan Uni Eropa sebagai Impotir minyak sawit terbesar kedua di dunia setelah 
India. Oleh sebab itu Uni Eropa merasa memiliki tanggung jawab terhadap 
perkembangan industri sawit di dunia yang saat ini dinilai telah bertentangan 
dengan visi pembangunan berkelanjutan dan progresif Uni Eropa. Kebakaran hutan 
di Indonesia dan Borneo pada 2015 merupakan yang terburuk yang pernah terjadi 
selama dua dekade terakhir, kebakaran hutan tersebut disebabkan oleh perubahan 
iklim global, perubahan penggunaan lahan menjadi lahan industri sawit dan 
penggundulan hutan (deforestasi).3 (lihat selengkapnya pada lampiran 1.1 pada 
bagian Motion for a European Parliament Resolution) 
                                                          




Terkait pelanggaran HAM dan hak-hak adat yang terjadi dalam ekspansi 
industri kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia dikatakan bahwa banyak 
investigasi mengungkapkan pelanggaran secara luas hak asasi manusia selama 
pembentukan dan operasi perkebunan kelapa sawit, termasuk penggusuran paksa, 
kekerasan bersenjata, pekerja anak, jeratan hutang dan diskriminasi terhadap 
masyarakat adat. Selain itu juga dikatakan bahwa ada laporan yang sangat 
mengkhawatirkan dimana dalam produksi minyak sawit global terdapat 
pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar seperti eksploitasi pekerja dibawah 
umur, dan banyak konflik lahan antara masyarakat lokal, masyarakat adat dan 
pemegang konsesi minyak sawit.4 (lihat selengkapnya pada lampiran 1.1 pada 
bagian Motion for a European Parliament Resolution) 
Uni Eropa mengklaim bahwa Indonesia dan Malaysia sebagai Produsen 
terbesar sawit terlibat dalam kerusakan lingkungan dengan hampir separuh (49%) 
dari semua deforestasi tropis baru-baru ini. Kerusakan lingkungan tersebut adalah 
hasil dari pembukaan hutan ilegal untuk pertanian komersial seperti sawit, kacang 
kedelai, dan pertenakan sapi. Pembukaan hutan ilegal didorong oleh permintaan 
dari luar negeri yang besar. Keperluan pertanian komersial menghasilkan 1,47 
gigaton karbon setiap tahun yang dapat memberikan efek terhadap lingkungan. 
pendirian perkebunan kelapa sawit mengakibatkan kebakaran hutan besar-besaran, 
mengeringnya sungai, erosi tanah, drainase lahan gambut, polusi saluran air dan 
hilangnya keanekaragaman hayati secara keseluruhan, yang pada akhirnya 
menyebabkan hilangnya banyak ekosistem dan dampak besar pada iklim, 
konservasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan global untuk generasi 
                                                          
4 Ibid., hal. 4-7 
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sekarang dan mendatang.5(lihat selengkapnya pada lampiran 1.1 pada bagian 
Motion for a European Parliament Resolution) 
Secara garis besar penelitian yang penulis coba  jelaskan dalam tulisan ini 
adalah penelitian tentang sikap pemerintah dalam kawasan UE yang memanfaatkan 
resolusi sawit sebagai alat untuk mencapai kepentingan ekonominya. UE berada 
dalam kondisi yang insecure (tidak aman) dari segi persaingan minyak nabati di 
kawasannya karena pengaruh dari minyak sawit yang pertumbuhannya semakin 
pesat di pasar global. Pengaruh dari adanya resolusi sawit adalah dengan memberi 
tekanan terhadap industri sawit melalui isu pembangunan berkelanjutan.  
Menggunakan konsep Neo-merkantilisme dan pendekatan EPI penelitian ini 
akan mencoba menjelaskan bagaimana gagasan penyusunan resolusi sawit Eropa 
dalam upaya mempromosikan kampanye negatif sawit di Uni Eropa, serta 
menjelaskan alasan atau motivasi Uni Eropa menggunakan resolusi sawit sebagai 
alat demi mencapai kepentingan negara-negara di kawasannya sendiri dengan 
menganalisa aspek persaingan dalam bisnis minyak nabati Eropa sebagai ancaman 
melalui teori Neo-merkantilisme. 
 
1.2.Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis menarik rumusan 
masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 
Mengapa Uni Eropa membentuk resolusi sawit terkait dengan persaingan 
minyak nabati regional? 
 





Terdapat beberapa tujuan dari penelitian mengenai analisa resolusi sawit dari 
perspektif persaingan minyak nabati. Tujuan-tujuannya antara lain adalah sebagai 
berikut: 
a. Menjelaskan dinamika perdagangan sawit di Eropa 
b. Menjelaskan bentuk proteksionis yang diimplementasikan Uni Eropa 
terhadap persaingan minyak nabati di Eropa melalui resolusi sawit. 




Dalam literature review ini penulis membagi atas 3 kelompok dari 5 referensi 
yang berkaitan dengan topik penelitian. Kelompok pertama adalah penelitian atau 
riset yang kajiannya berfokus terhadap perkembangan kelapa sawit dan kinerja 
kelapa sawit bagi daya saing produk minyak sawit di pasar global. Kedua adalah 
kajian yang berfokus terhadap kampanye negatif serta kebijakan ataupun sikap 
beberapa negara yang menyulitkan ekspansi pasar minyak sawit ke luar (hambatan 
produksi minyak sawit). Terakhir adalah kajian yang berfokus terhadap 
pengembangan kelapa sawit sebagai biofuel dan hambatannya dari perspektik 
lingkungan (environmentalist). 
Industri Sawit 
Pertama adalah penelitian Anika Kania dari Departemen Agribisnis Institut 
Pertanian Bogor yang berjudul “Analisis Daya Saing dan Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke India dan Belanda”. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi yang sangat mendasar dalam 
menjelaskan daya saing dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor CPO 
Indonesia ke Belanda dan India. Seluruh faktor yang mempengaruhi adalah faktor-
faktor ekonomi seperti harga ekspor CPO, Harga minyak kedelai dunia, kurs 
Rupiah terhadap Dollar dan faktor ekonomi lainnya.6  Penelitian ini menjadi 
penting dalam menguatkan argumen penulis terhadap minyak nabati di Eropa dari 
sisi ekonomi karena penelitian yang penulis angkat berfokus terhadap faktor-faktor 
yang membuktikan bahwa tajuk dalam resolusi sawit Eropa perlu diperhitungkan 
kembali validitasnya, dalam penelitian ini dibuktikan bahwa selama periode tahun 
1989 sampai dengan 2012 daya saing CPO Indonesia di India dan Belanda sangat 
tinggi sehingga resolusi sawit diduga memiliki tujuan lain untuk menurunkan daya 
saing minyak sawit terhadap minyak nabati dari dalam negeri. 
Kedua adalah penelitian Djaka Kusmartata dan Hari Poema Setiawan dalam 
laporan Kajian Efektivitas Hilirisasi Melalui Pengenaan Bea Keluar Kementerian 
Keuangan tahun 2013 yang berjudul “Bea Keluar Sawit : Antara Kepentingan 
Ekonomi dan Nasionalisme”. Hal utama yang dipaparkan dalam kajian ini adalah 
bea keluar sawit berpengaruh terhadap komposisi produksi dan ekspor kelapa sawit 
Indonesia, kurangnya inovasi produk baru dari kelapa sawit menyebabkan 
Indonesia tertinggal dalam level global maupun level regional. Pemegang merek 
dan paten inovasi dari bahan baku sawit masih banyak didominasi oleh negara 
asing, hal tersebut disebabkan oleh struktur tarif bea yang kurang mendorong 
                                                          
6 Anika Kania, 2014, Analisis Daya Saing dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekspor 
Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke India dan Belanda. Skripsi, Bogor: Departemen 
Agribisnis, Institut Pertanian Bogor, diakses  melaui 
http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/72111/H14aka.pdf;jsessionid=A7
EF3B7A30BF4D4CE07B6661B90CAE26?sequence=1 (27/10/2017, pukul 13:12 WIB) 
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produsen untuk berinovasi karena pemerintah lebih menekankan national branding 
minyak goreng yang justru menemui jalan berliku. Kajian ini menganalisa 
bagaimana langkah pemerintah yang dalam hal ini mendorong produsen untuk 
dapat berinovasi menciptakan produk olahan yang menghasilkan profit berlipat 
dengan mengenakan pajak ekspor atau tarif bea keluar bagi minyak sawit. Akan 
tetapi ternyata strategi nasional branding dalam globalisasi memiliki dimensi yang 
bertolak belakang sehingga hal tersebut tidak berhasil.7 Adapun penelitian ini 
nantinya dapat menjadikan indikator alasan negara produsen minyak sawit akan 
mengalami kesulitan jika pasar luar negeri memberikan hambatan ekspor karena 
kerugian yang diterima bagi negara eksportir bahan baku minyak sawit yang 
inovasinya justru lebih banyak didominasi menjadi berlipat. 
Proteksionisme
Penelitian dari Ayu El Suraya Djamhur dalam JOM FISIP dari Universitas 
Riau tahun 2015 berjudul “Motivasi Amerika Serikat Menghalangi CPO (Crude 
Palm Oil) Indonesia Masuk ke dalam EG List (Environmental Good List) APEC 
tahun 2013”. Penelitian ini merupakan penelitian yang paling banyak persamaan 
dengan penelitian yang penulis angkat. Penelitian ini mendukung sebagian besar 
hipotesa penulis akan alasan Parlemen Uni Eropa membuat resolusi sawit dan 
melakukan kampanye anti CPO di kawasannya. Perbedaannya hanya terletak pada 
variabel atau objek penelitiannya. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa motivasi 
AS dalam menghalangi CPO Indonesia untuk memasuki EG List adalah untuk 
                                                          
7 Djaka Kusmartata dan Hari Poema Setiawan, Bea Keluar Sawit : Antara Kepentingan 
Ekonomi dan Nasionalisme, Kajian Efektivitas Hilirisasi Melalui Pengenaan Bea Keluar 
Kementerian Keuangan tahun 2013, diakses melalui 
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Bea%20Keluar%20Sawit%20Antara%20
Kepentingan%20Ekonomi%20dan%20Nasionalisme.pdf (27/10/2017, pukul 13:23 WIB) 
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melindungi produksi minyak nabati domestiknya. Hal tersebut dijelaskan 
menggunakan perspektif Neo-merkantilisme dan teori proteksionis.8 Motif yang 
terjadi di Uni Eropa memiliki kemungkinan yang sama dengan yang dilakukan oleh 
AS dalam penelitian ini, akan tetapi dengan pendekatan dan cara yang berbeda. 
Oleh sebab itu hal ini menjadikan penelitian penulis juga penting untuk dikaji lebih 
dalam.  
Environmentalisme 
Penelitian milik Julia Supraningsih dalam E-journal Widya dari Universitas 
Darma Persada bertajuk “Pengembangan Kelapa Sawit Sebagai Biofuel dan 
Produksi Minyak Sawit Serta Hambatannya”. Penelitian ini menggunakan konsep 
global warming dalam menjelaskan hambatan perkembangan kelapa sawit sebagai 
biofuel dan dalam produksi minyak sawit. Minyak sawit dalam produksi maupun 
penggunaannya menyebabkan kerusakan pada lingkungan, perubahan iklim, dan 
menyumbang emisi karbon yang besar pada atmosfir. Hal tersebut menjadi 
perhatian utama bagi pemerhati lingkungan karena global warming merupakan isu 
yang penting akhir-akhir ini. hal tersebut akhirnya menjadi penghambat utama 
produksi minyak sawit dalam penelitian ini.9 
Menggunakan pendekatan lingkungan atau pun perspektif environmentalist, 
penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menjelaskan alasan Uni Eropa melakukan 
                                                          
8 Ayu El Suraya Djamhur, Motivasi Amerika Serikat Menghalangi CPO (Crude Palm 
Oil) Indonesia Masuk ke dalam EG List (Environmental Good List) APEC tahun 2013, 
JOM FISIP Vol. 2 No. 2 tahun 2015, Pekanbaru, diakses melalui 
https://media.neliti.com/media/publications/32488-ID-motivasi-amerika-serikat-
menghalangi-cpo-crude-palm-oil-indonesia-masuk-ke-dalam.pdf (27/10/2017, pukul 
13:42 WIB) 
9 Julia Supraningsih, Pengembangan Kelapa Sawit Sebagai Biofuel dan Produksi Minyak 
Sawit Serta Hambatannya, E-journal Widya Vol. 29 No. 321 tahun 2012, Jakarta, diakses 
melalui http://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/majalah-
ilmiah/article/download/58/56 (27/10/2017, pukul 13:58 WIB) 
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resolusi sawit. Akan tetapi dalam penelitian yang penulis angkat, menggunakan 
pendekatan neo-mercantilism menjadikan alasan lingkungan hanyalah dalih dari 
UE dibalik alasan sebenarnya yaitu melindungi produksi minyak nabati dalam 
negeri. Oleh sebab itu adapun pentingnya penelitian yang akan penulis angkat 
dibanding penelitian ini adalah pembahasan yang diangkat berasal dari sudut 
pandang yang berbeda, dimana penulis menggunakan teori Neo-merkantilisme 
sedangkan penelitian ini diangkat dari sudut pandang liberal dan penelitian 
penelitian ini juga dapat membantu penulis memahami isu lingkungan yang 
diangkat dalam resolusi sawit. 
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan 
sebelumnya, posisi penelitian yang penulis angkat memiliki beberapa persamaan 
dan beberapa perbedaan. Dari segi persamaannya adalah penelitian ini mengangkat 
topik yang sama yakni isu perdagangan sawit dunia selain itu beberapa penelitian 
juga membahas tentang hambatan dan daya saing bagi minyak sawit dalam 
perdagangan internasional yang merupakan salah satu pembahasan penting dalam 
penelitian ini. Dari segi perbedaan yang terlihat paling mencolok adalah 
berdasarkan studi kasus yang diangkat. Masing-masing penelitian mengangkat 
studi kasus yang berbeda tentang sawit. Selain itu masing-masing penelitian dengan 
penelitian menggunakan pendekatan yang berbeda-beda sehingga memberiikan 
hasil yang berbeda pula. 
 
Tabel 1.1 Posisi Penelitian 
No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Keterangan 
1 Anika Kania Analisis Daya 
Saing dan Faktor-
faktor yang 
Selama periode tahun 
1989 sampai dengan 2012 
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1.5.1. Pendekatan Ekonomi Politik Internasional 
Konsep Ekonomi Politik Internasional atau yang sering disingkat EPI 
dalam beberapa literatur juga biasa disebut dengan istilah ekonomi politik 
global, ekonomi politik hubungan internasional, dan politik hubungan ekonomi 
global. Definisi yang paling populer mengenai EPI dari para scholar adalah studi 
mengenai “who gets what kind of values, how much and by what means” yang 
berarti bahwa EPI memusatkan perhatian pada perihal distribusi nilai-nilai 
seperti: kekayaan dan kebutuhan materiil, keamanan dan ketertiban, keadilan 
dan kebebasan.10 
Dalam kajian yang lebih luas dan umum EPI merupakan pendekatan 
ilmiah tentang saling-kaitan dan interaksi fenomena politik dengan ekonomi, 
antara negara dan pasar, antara lingkungan domestik dengan lingkungan 
internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat. Ekonomi disini 
didefinisikan sebagai sistem produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan , 
sedangkan politik dalam hal ini lebih cenderung sebagai sehimpunan lembaga 
dan regulasi yang mengatur segala aspek dalam interaksi sosial dan ekonomi.11 
Fenomena dalam EPI yang berupa saling-kaitan dan interaksi ekonomi-politik, 
negara-pasar, negara-masyarakat, dan domestik-internasional sering kali kita 
jumpai dalam pemerintahan di dunia terutama untuk mengatasi permasalahan 
domestiknya. 
                                                          
10 Mohtar Mas’oed, 2014, Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan, Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar, hal. 3 
11 Ibid., Hal. 4-5 
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Adapun permasalahan domestik yang berusaha diatasi oleh Eropa terkait 
persaingan minyak nabati di kawasannya adalah bahwa industri minyak sayur 
dari dalam negerinya sendiri memiliki pesaing yang berpotensi melampaui tren 
penggunaannya. Menanggapi hal ini negara yang dikatakan dalam studi EPI 
sebagai faktor politik yang memiliki regulasi dalam mengatur berbagai interaksi 
sosial dan ekonomi adalah Uni Eropa. Negara melakukan campur tangan 
kedalam mekanisme pasar dengan menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan 
yang akhirnya dapat menyelesaikan persoalan domestiknya. Campur tangan 
negara dalam definisi EPI bukan sebatas dalam ruang lingkup domestik saja 
namun juga dapat memasuki arena pasar internasional, sehingga dengan 
menerapkan kebijakan domestik negara mampu mengatasi permasalahan 
internasional yang dihadapinya. 
 
1.5.2. Neo-merkantilisme 
Merkantilisme menurut Falkner merupakan teori ekonomi internasional 
pertama yang muncul di era modern. Teori merkantilis merupakan teori yang 
tidak terlalu sistematis tetapi lebih seperti sebuah seperangkat resep kebijakan 
dan doktrin yang luas. Merkantilis berfokus kepada dominasi kepentingan 
nasional dalam kebijakan ekonomi dan kepentingan untuk menciptakan neraca 
perdagangan yang menguntungkan agar pertumbuhan dan kemakmuran bagi 
masyarakat dapat tercapai. Selain itu merkantilis juga bertujuan untuk 
menggunakan kebijakan ekonomi demi memaksimalkan kekayaan sebagai 
sarana kekuasaan atau politik. Merkantilis yang merupakan bagian dari realisme 
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percaya bahwa negara merupakan aktor utama dalam melakukan kegiatan 
ekonomi politik internasional. Maka dalam merkantilis politik merupakan 
komponen penting dalam mencapai kekayaan ekonomi, dan kedua hal tersebut 
saling mendukung satu sama lain demi mempertahankan perekonomian negara 
dari kondisi pasar internasional yang penuh dengan persaingan.12  
Kemunculan doktrin Neo-merkantilisme mulai terlihat saat bangkitnya 
kekuatan ekonomi baru Amerika dan Jerman pada abad ke-19. Dorongan 
utamanya adalah untuk menjelaskan peran sentral pembangunan negara dan 
intervensi negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bagi industri yang 
tertinggal. Karena kebangkitan nasionalisme dalam pemikiran dan praktek 
politik, era merkantilisme ini sering disebut sebagai era nasionalisme ekonomi.13  
Gagasan utama Neo-merkantilisme menurut Mansbach sebenarnya tidak 
terlalu jauh berbeda dengan gagasan utama teori merkantilisme. Neo-
merkantilisme atau yang sering disebut dengan istilah nasionalisme ekonomi 
sering menetapkan hambatan non-tarif dalam perdagangan seperti kampanye 
yang mendorong untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, bukan 
hanya masyarakat yang ditekankan untuk melakukan hal tersebut tetapi juga 
pemerintah dituntut untuk membuat aturan-aturan sebagai faktor pendorong bagi 
warga negara untuk membeli produksi hasil industri dalam negeri dan 
pemerintah juga dituntut untuk membuat aturan standarisasi, subsidi, bebas 
                                                          
12 R. Falkner, 2011, International Political Economy, London, The London School of Economics 
and Political Science, hal. 20-21 , diakses dalam 
http://www.londoninternational.ac.uk/sites/default/files/programme_resources/lse/lse_pdf/subject_
guides/ir3026_ch1-3.pdf (24/11/2017, pukul 15:23 WIB) 
13 Falkner, Op. Cit., hal. 22 
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pajak, dan kuota untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan dengan 
industri dari negara lain.14 
Adapun spesifikasi kebijakan yang dianjurkan oleh nasionalisme 
ekonomi/neo-merkantilis menurut Friedrich List adalah15: 
Proteksionisme: Keadaan pasar bebas yang tidak dapat dikendalikan 
memberikan keuntungan bagi kepentingan negara maju, sedangkan negara yang 
kurang maju kalah dalam persaingan terbuka terhadap industri unggulan. Oleh 
sebab itu negara harus campur tangan dalam perdagangan dengan mendirikan 
halangan dan hambatan untuk melindungi industri dalam negeri. 
Promosi Industri Berkembang: Tujuan utama proteksionis adalah untuk 
mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Pada tahap awal perkembangan 
industri yang masih tumbuh ini memungkinkan mereka untuk membangun diri 
mereka sendiri sehingga mampu memiliki daya saing internasional. Negara 
harus melindungi industri dalam dari pesaing asing sampai mereka cukup 
memiliki modal dan teknologi untuk bertahan di kompetisi global. 
Pendidikan: Friedrich List secara khusus menekankan pentingnya sebuah 
strategi pendidikan nasional untuk mengembangkan kapasitas individu di 
masyarakat. Peran negara adalah menyediakan infrastruktur dasar pendidikan 
dan pembelajaran demi kepentingan individu dan masyarakat secara 
keseluruhan. 
                                                          
14 Richard W. Mansbach, dan Kirsten L. Rafferty, 2008, Introducing to Global Politics, 
London and New York: Routledge, hal. 610 
15 Falkner, Op. Cit., hal 22-23 
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 Infrastruktur: Negara juga berperan dalam memberikan dasar infrastruktur 
untuk industri dan perdagangan sehingga dapat membantu mengatasi kegagalan 
pasar. 
Seperti halnya merkantilisme klasik, terdapat banyak variasi doktrin dan 
kebijakan yang diusulkan oleh pendekatan nasionalisme ekonomi, namun apa 
yang menyatukan mereka adalah keyakinan bahwa negara memainkan peran 
sentral dalam mengarahkan kegiatan ekonomi demi mendorong pertumbuhan. 
List menekankan pula bahwa negara harus memupuk kekuatan produktif suatu 
bangsa dengan menjalankan usulan yang telah disebutkan diatas yaitu; 
proteksionisme, promosi industri berkembang, mendorong pendidikan, dan 
pembangunan infrastruktur.16 
Asumsi atau gagasan utama dari Neo-merkantilisme sangat relevan untuk 
dapat menjelaskan sikap Uni Eropa terhadap perkembangan minyak kelapa 
sawit di Eropa. Resolusi sawit dapat menjadi alat bagi UE untuk dapat survive 
dari persaingan minyak nabati di pasar minyak nabati dalam negeri. Selain itu 
pendekatan Neo-merkantilis dapat menjelaskan kepentingan yang berusaha 
dicapai ole UE melalui resolusi sawit dengan manganalisa hubungan antara 
variabel persaingan minyak nabati dengan pembentukan resolusi sawit oleh UE.  
Negara-negara barat seperti Eropa dan Amerika dari dulu tidak pernah 
terlepas dari paraktek-praktek merkantilis. Hal itu terbukti dari kebijakan 
ekonomi-ekonomi yang mereka terapkan di negaranya seperti pembatasan 
ekspor, subsidi kredit ekspor, hambatan birokrasi, kebijakan pengutamaan 




produk dalam negeri, pajak-pajak perbatasan, penetapan standar kandungan 
produk, memberlakukan ecolabelling, dan masih banyak lagi kebijakan-
kebijakan mereka yang cenderung bersifat protektif terhadap perdagangan 
internasional. Peraturan-peraturan tersebut juga kebanyakan hanya merupakan 
kedok yang mereka gunakan untuk membatasi kuota impor dari luar negeri.17 
Oleh sebab itu dalam pembahasan nantinya penulis akan mencoba meng-
elaborasikan pendekatan yang telah penulis paparkan sebelumnya  untuk 
menjelaskan apa kepentingan Uni Eropa dari disusunnya resolusi sawit oleh 
parlemen Uni Eropa terkait persaingan minyak nabati yang saat ini sedang 
dikuasai oleh industri sawit. 
 
1.6.Metodologi Penelitian 
1.6.1. Variabel Penelitian dan Level Analisa 
Variabel dalam penelitian dibagi atas dua yaitu variabel independen dan 
variabel dependen. Adapun variabel Independen atau variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah Perilaku Uni Eropa. lalu variabel dependen atau variabel 
terikat dalam penelitian ini adalah melindungi Uni Eropa dari persaingan 
terhadap industri minyak sawit. Sedangkan level analisa dalam penelitian ini 
bersifat korelasionis dimana unit eksplanasinya setara dengan unit analisanya 
yaitu pada tingkat negara atau negara kawasan. 
 
 
                                                          
17 Dominick Salvatore, 1997, Ekonomi Internasional, Jakarta, Erlangga, hal. 320-326. 
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1.6.2. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksplanatif yang 
merupakan penelitian dengan tujuan untuk menerangkan, menguji hipotesis dari 
variabel-variabel penelitian. Fokus penelitian ini adalah hubungan-hubungan 
antar variabel. 
 
1.6.3. Teknik Analisa Data 
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisa data kualitatif dimana data akan diperoleh melalui studi kepustakaan dan 
studi dokumen. Diakhir setelah data telah terkumpul, penulis akan menganalisis 
data tersebut dengan cara analisis content dimana kata atau konsep yang sering 
muncul merupakan gagasan yang mewakili data tersebut. 
1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian 
Dalam memudahkan penelitian, penulis membatasi ruang lingkup 
penelitian yang terbagi atas batasan waktu dan batasan materi. 
1.6.4.1.Batasan Waktu  
Batasan Waktu yang ditentukan dalam penelitian ini terkait 
permasalahan yang diangkat memiliki dua kriteria yang pertama adalah 
batasan waktu dalam variabel persaingan minyak nabati di Eropa yaitu 
dihitung saat tahun 1965-an hingga 2017, sedangkan untuk variabel dari sikap 
Uni Eropa terkait persaingan tersebut dimulai saat Resolusi Sawit Pertama 
kali disusun yaitu pada Maret 2017. Adapun nantinya penulis juga mungkin 
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akan memasuki data diluar dari batasan waktu tersebut sebagai data 
pendukung argumen penulis. 
1.6.4.2.Batasan Materi 
Batasan materi yang ditentukan dalam penelitian ini terkait 
permasalahan yang diangkat adalah terletak pada alasan yang mendasari 
disusunnya resolusi sawit Eropa dalam perspektif Neo-merkantilisme dilihat 
dari isi dalam resolusi sawit itu sendiri. 
 
1.7.Hipotesis 
Asumsi sementara yang penulis dapat simpulkan berdasarkan rumusan 
masalah yang penulis angkat dalam topik resolusi sawit uni Eropa adalah, Pertama 
yaitu terdapat kepentingan yang coba untuk dicapai oleh Uni Eropa terkait 
perdagangan sawit di Eropa. Kepentingan tersebut berkaitan dengan dominasi sawit 
dalam persaingan bisnis minyak nabati global dimana minyak sawit (CPO) lebih 
unggul dalam hal harga per-liter serta varian penggunaannya yang beragam. Uni 
Eropa sendiri memiliki industri minyak nabati sendiri yaitu minyak Rapeseed dan 
minyak Sunflower (Bunga Matahari)18. Kedua komoditas dalam negeri tersebut 
bersaing cukup ketat dengan minyak sawit impor. Melihat perkembangan minyak 
sawit yang semakin pesat di Eropa setiap tahunnya, Uni Eropa sesegera mungkin 
mengambil tindakan untuk melindungi industri minyak nabati dalam negeri dari 
persaingan yang tidak menguntungkan. Oleh sebab itu Uni Eropa giat 
menggencarkan serangan kampanye negatif terhadap sawit agar masyarakat lebih 
                                                          
18 Minyak rapeseed biasa juga disebut sebagai minyak rapa atau minyak kanola. 
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memilih menggunakan produk dalam negeri. Kampanye negatif tersebut semua 
disusun dalam sebuah resolusi yang bernama resolusi sawit (Report On Palm Oil 
And Deforestation Of Rainforest).  
Kedua, Kepentingan yang berusaha dicapai oleh Uni Eropa dari resolusi sawit 
adalah untuk memproteksi, membangun dan mempromosikan industri minyak 
nabati dalam negeri agar tidak kalah bersaing dengan pesaing utamanya yaitu 
minyak sawit. Uni Eropa berusaha melakukan hal tersebut melalui resolusi sawit 
yang didalamnya terdapat berbagai macam usulan seperti beralih menggunakan 
alternatif dalam industri selain sawit, peningkatan SDM pedesaan melalui program 
khusus, dan mendukung infrastruktur sosial melalui subsidi dan investasi langsung. 
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